
 

 

 

 

 

 
 

 

BUPATI PULANG PISAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU 

NOMOR 12 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  

NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PULANG PISAU, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan 
efektifitas dalam melakukan belanja daerah, perlu 

adanya standar harga satuan yang menjadi pedoman 

pemerintah daerah yang disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan daerah; 
 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 

Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar 
Harga Satuan, perlu disesuaikan dengan 

perkembangan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 
 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat 

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar 

Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah, dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional; 

 

d. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran  Pendapatan dan 

SALINAN 



Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2022, biaya 
transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 

 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 

d perlu membentuk Peraturan Bupati Pulang Pisau 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulang 

Pisau Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Standar Harga 
Satuan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 

Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4180); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 18 Tahun 2015  tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

 

 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 926); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 

2016 Nomor 04); 

14. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah 

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 02); 

 
MEMUTUSKAN: 

  
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 2 TAHUN 
2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Pulang 

Pisau Tahun 2021 Nomor 02) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 33 

(1) Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan 

kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi: 

a. Keberangkatan 

1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, 

pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan    

ke tempat tujuan; 

2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun 

kedatangan menuju tempat tujuan. 

b. Kepulangan 

1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, 

atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan 

asal; atau 

 



2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun 

kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. 

(2) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat 

dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, 

terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan 

biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. 

(3) Pembiayaan satuan biaya taksi dan transportasi lainnya  dalam 

negeri adalah satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

(berangkat pulang) dibayarkan berdasarkan bukti pengeluaran riil 

(at cost). 

2. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 

33A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 33A 

(1) Dalam hal pejabat negara, pejabat daerah, dan pihak lain 

melakukan Perjalanan Dinas ke beberapa Desa  yang tidak tersedia 

moda transportasi  dapat dilakukan secara  carter dengan biaya riil 

(at cost) berangkat pulang. 

(2) Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pihak lain yang melakukan 

Perjalanan Dinas dalam kurun waktu dan tujuan yang sama  

minimal   4 (empat) orang hanya dapat menggunakan 1 (satu) moda 

transportasi bersama menggunakan satuan biaya berangkat 

pulang dan/atau carter dengan biaya  riil (at cost). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten        

Pulang Pisau. 

Ditetapkan di Pulang Pisau 

pada tanggal 30 Mei   2022 

 
BUPATI PULANG PISAU 

 

ttd 
 

PUDJIRUSTATY NARANG 

 
Diundangkan di Pulang Pisau  

pada tanggal 31 Mei   2022 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PULANG PISAU,  

 

                      ttd 

 

TONY HARISINTA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 012 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 

Setda Kabupaten Pulang Pisau,  

 

 

UHING, S.E. 

NIP.  19651001 199303 1 006 
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